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ABSTRACT

Good governance can be achieved by the implicatbrthe
regional financial planning strategies, that cornsi the improvement
of the regional financial management mechanisms athe
improvement of the territorial financial accountisgstem. Hence, an
improvement have to be done in all phases i.e.nptay implication,
and controlling phases.

The development of the information technology dan aupport
good governance achievement, i.e. by applying ergovent (e-govt)
as a mean to support and control the governmeotss. r

Keywords: good governance, regional financial management
mechanisms, territorial financial accounting system e-
government

PENDAHULUAN

Era otonomi daerah yang bergulir sejak tahun 26@Imunculkan banyak
tantangan sulit yang harus dihadapi Pemerintah ndatahun terakhir dan
mendatang. Tantangan tersebut dapat berupa kekae&oaomi, perubahan nilai
privatisasi, pelayanan publik, efektivitas dan iefisi anggaran, batas pungutan
pajak dan tuntutan pensejahteraan masyarakat. dkejyeing semakin meningkat
dan saling bertautan ini memerlukan tanggapan setiwi pemerintah pusat dan
daerah. Pertama, pemerintah harus berpikir steajegig sebelumnya tidak pernah
dilakukan. Kedua, pemerintah harus menerjemahkauatimya untuk strategi yang
efektif untuk menanggulangi lingkungan yang terbuKatiga, pemerintah harus
mengembangkan alasan yang diperlukan untuk meketaklandasan bagi
pemakaian dan pelaksanaan strateginya.

Wujud usaha yang dilakukan oleh pemerintah adaéatyan terbitnya UU
No. 22/1999 yang telah direvisi menjadi UU No.3220tentang pemerintah
daerah, dan UU No. 25/1999 yang telah direvisi adingU No. 33/2004 tentang
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat damalDaUndang-Undang
tersebut menjelaskan konsep otonomi daerah, akiit#abdan transparansi
pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan perafpeamndangan tersebut,
pemerintah daerah berkewajiban menetapkan visi, misian, strategi, program
dan kegiatan daerah yang terlebih dahulu harus apetkihn pengesahan dari
DPRD masing-masing Kabupaten/Kota.

Pergeseran yang signifikan terhadap pengelolaanangman daerah
menuntut kemandirian daerah mengatur rumah tanggaeygan berbagai strategi,
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alokasi dan prioritas belanja. Fakta di lapangamunpikkan bahwa lemahnya
perencanaan pengalokasian belanja memunculkan akefisienan kinerja

pemerintah. Ketidakefisienan kinerja pemerintahaddkakan kurang transparan,
kurang benar, kurang cepat dan kurang akurat daianmyusun akuntabilitas. Hal
ini akan membuka kemungkinan terjadinya penyele@engpenyimpangan,

penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepetistan tindakan negatif

lainnya.

Untuk memenubhi tuntutan tersebut maka pemeringahsiaha memperbaiki
kinerjanya melalui usaha perbaikan manajemen peataban yang lebih
mengutamakan pelayanan kepada publik. Pelayanad&egpublik dapat tercapai
apabila semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pemaierdaerah transparan dan
bertanggung jawab. Salah satu upaya kongkrit umtedvujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalahyapwaian laporan
pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang meingmusip tepat waktu dan
disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Penadramt (SAP). Sebagaimana
telah diatur dalam Undang-Undang no 17 tahun 2@d8ahg keuangan negara
yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertangwapan pelaksanaan
APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.

Selain Pemerintah Daerah dalam menyusun akunéasoijia harus
transparan dan dapat menyediakan informasi tergangelolaan keuangan daerah
secara luas, informasi tersebut juga harus mudstsets, diketahui, dan dievaluasi
oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demijkiakuntabilitas adalah
perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkasbethasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mentgpan dan sasaran yang
telah ditetapkan melalui media pertanggungjwabangydilaksanakan secara
periodik.

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Halim (2004) berpendapat bahwa undang-undang ngngerimbangan
keuangan pusat dan daerah memberi keleluasaanhdaetak meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan agafaliesaan masyarakat
semakin baik, mengembangkan kehidupan demokraagilke, pemerataan dan
pemeliharaan hubungan. Dampak berlakunya otonomid#sentralisasi tersebut
terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah semmehirasnya kewenangan
pemerintah daerah dalam mengelola uang rakysddlic money.

Agar pengelolaan dana masyarakat tersebut dalaiuklan secara lebih
transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuriaperlu dilakukan perubahan
paradigma dalam pengelolaan keuangan daerah. Sesagtiini banyak terjadi
penyimpangan dan penyelewengan terhadap dana rakayamang dipercayakan
kepada pemerintah. Oleh karena itu dalam pengelokemiangan daerah perlu
perencanaan yang lebih ekonomis, efisien dan éfatdu lebih dikenal dengan
pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja déadi®outcome(Mardiasmo,
2002). Usaha untuk mewujudkamew public managementilakukan dengan
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pemperhatikan pengukuran kinerja organisasi. Obferia itu, organisasi sektor
publik memerlukan suatu pengukuran kinerja yanddmssvalue for money

Value for monewdalah konsep pengukuran kinerja organisasi spktaik
yang berlandaskan pada tiga pilar yaitu:

1. Ekonomi, adalah perbandingdnput denganinput value yang dinyatakan
dengan satuan moneter dengan tujuan meminimaliginber daya yang
digunakan untuk melakukan program kerja agar tidgkdi pemborosan.

2. Efisiensi, adalah perbandingan output daput yang dikaitkan dengan target
dan tujuan.

3. Efektivitas, adalah perbandingantcomedengan output untuk melihat sejauh
mana hasil suatu layanan mencapai dampak yangagikear atau ditargetkan.

Mardiasmo (2002) menggambarkan modalue for monegebagai berikut:

Pengukuran Valuefor Money

NILAI OuUT- OuUT-
INPUT [ PUT [®| COME [

NS~ NS

EKONOMI EFISIENSI EFEKTIVITAS
(hemat) (berdaya guna (berhasil guna)

INPUT |, PROSES_, TUJUAN

Cost-Effectiveness

Konsep VFM tersebut penting bagi pemerintah sebaglaiyanan masyarakat,
karena implementasi konsep tersebut memberi manfaat
1. Efektivitas layanan publik, dalam arti pelayangratesasaran
2. Meningkatkan mutu layanan
3. Biaya pelayanan yang murah karena hilangnya imeissidan penghematan
dalam penggunaan sumber daya.
4. Alokasi biaya yang lebih berorientasi pada kepgatmpublik dan
5. Meningkatkanpublic cost awarnessebagai pelaksanaan pertanggungjawaban
publik.
Dalam konteks otonomi daerah, konsep tersebut rakamp jembatan untuk
menghantarkan Pemerintah Daerah mencgpad governanceyaitu pemerintah
daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efekifjonsif dan akuntabel. Konsep
tersebut harus sebisa mungkin dioperasionalkanndglangelolaan keuangan
daerah dan anggaran daerah.
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Salah satu kata kunci dalam keberhasilan pengelokeuangan daerah
adalah akuntabilitas publik. Karena pemerintah gabgoengemban amanat
masyarakat bertanggung jawab atas kinerja yangh telilakukannya. Untuk
mendukung dilakukannya pengelolaan dana masyayakat mendasarkan konsep
VFM, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangamatladan anggaran daerah
yang berorientasi pada kiner{fperformance budggt Anggaran kinerja tersebut
adalah untuk mendukung terciptanya akuntabilitddiptPemerintah Daerah dalam
rangka otonomi daerah dan desentralisasi. Perulmi#iam sistem anggaran daerah
yang dikehendaki berorientasi pada:

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingdik pub

2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yaikgdaa biaya rendatwrk
better and cost le¥s

3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transpadamsiakuntabilitas
secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran

4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekat@nj&iuntuk seluruh jenis
pengeluaran maupun pendapatan

5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesimeakerja disetiap
organisasi yang terkait

6. Anggaran daerah harus dapat memberikan kelelussagpara pelaksananya .

Performance budgetsebagai upaya untuk memperbaiki proses pengendaddia

pengawasan anggaran. Pengawasan dan pengendddilrhéinya dilakukan pada

akhir proses anggaran, tetapi harus dilakukan psetéap tahap mulai dari

perencanaan, implementasi maupwutputnya akan dievaluasi. Hal ini

dimaksudkan agar setiap penyimpangan atau kesayaingnterjadi sedini mungkin

dapat terdeteksi dan dapat dikendalikan sehingéere$i dan efektivitas dapat

tercapai.
Perencanaan anggaran entitas pemerintah yangidmdasi pada kinerja
pada dasarnya melibatkan tiga elemen penting yalwggsterkait dan terintegrasi
yaitu: masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah. duddpngsi Pemerintah
Daerah adalah sebagai pelaksana teknis yang mgeliput
1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem pdagal&euangan daerah
agar dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yasgaiselengan kondisi
daerah

2. Untuk mengontrol dan mengendalikan target penemmdan pengeluaran
sesuai dengan APBD yang ditetapkan

3. Informasi keuangan lebih transparan dan dapat cigar baik kepada DPRD,
Pemerintah Pusat, masyarakat maupun dunia Interresi

PERBAIKAN MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pada kenyataannya mekanisme pengelolaan keuangaahdiédak hanya
dipengaruhi UU tentang perimbangan keuangan pasatderah. Beberapa produk
hukum lain yang juga berpengaruh adalah UU tentang kearangegara, UU
perbendaharaan negara, UU perencanaan nasionaintilorupsi dan pedoman
akuntansi pemerintahan (sistem akuntansi pemesanjah
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Menyadari akan hal itu maka pemerintah melakukansird®P 105/2000
tentang pengelolaan keuangan daerah, dengan taaipentimbangkan berbagai
aspek penting dari produk hukum lainnya.

Beberapa aspek pengelolaan keuangan daerah yangp cplknting
diantaranya adalah (Raksaka Mahi, 2005);

1. Kejelasan penerimaan daerah dan sumber-sumberngelama ini secara
umum diketahui bahwa dana transfer dari pusat tetepupakan sumber
keuangan terbesar bagi pemerintah daerah. Danaagilddmum (DAU),
merupakan sumber dana yang pasti bagi daerah. fiimabangan lain seperti
bagi hasil sumber daya alam juga merupakan satahssanber yang penting.
Namun berdasarkan laporan dari daerah penghasiyaphgannya sering
terlambat sampai kepada daerah, sehingga menggangggs implementasi di
daerah. Kepastian penerimaan menjadi salah satk ggmting pengelolaan
daerah di masa mendatang.

2. Pengelolaan Defisit Anggaran DaerahSesuai dengan UU No. 17/2003,
akumulatif defisit anggaran secara nasional (pudah daerah) tidak
diperbolehkan melampaui 3% dari PDB. Berdasarkanitbapengendalian
defisit dan surplus APBD sangat penting dalam ranggsinambungan fiskal
nasional. Pasal 83 UU No. 33/2004 memberikan pesaggdahwa Pemda
sebaiknya mendukung upaya ini. Tentu saja terdsguagsi berupa penundaan
penyaluran dana perimbangan bagi daerah yang tigadfalankannya. Di sisi
lain, disadari bahwa diperbolehkan defisit apabitd itu dilakukan sebagai
stimulus bagi perekonomian daerah.

3. Sistem Keuangan Daerah sebagai bagian dari Sisteeu#nhgan Nasional
Sebagai bagian dari sistem keuangan nasional, ipekgelolaan keuangan
daerah sebaiknya:

* Mengacu kepada suatu standar akuntansi tertentu, standar akuntansi
pemerintahan (SAP).

* Penetapan APBD mengikuti siklus anggaran daeraly yerkait dengan
siklus anggaran pusat. Terdapat suatu proses damljgpenyusunan dan
penetapan APBD yang dikaitkan dengan siklus peaatapggaran baik di
pusat maupun provinsi.

» Terdapat prioritas anggaran daerah yang tidak dterigan dengan
prioritas anggaran APBN.

4. APBD juga dikaitkan dengan proses perencanaan daerdan nasional.
APBD merupakan wujud dari implementas perencanaanatt yang mengacu
kepada perencanaan nasional. Oleh karena itu masienyusunannya
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah DaeralPORKSedangkan
RKPD berpedoman pada rencana kerja pemerintah pansgfat nasional. Hal
ini dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayanarallapmasyarakat untuk
tercapainya tujuan bernegara. Dalam kerangka MWelijdiskal di daerah,
APBD sendiri mempunyai fungsi otorisasi, perencanggngawasan, alokasi,
distribusi dan stabilisasi ekonomi.
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5. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan DaeraKepala daerah selaku kepala
pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan deagekeuangan daerah
dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikakakean daerah yang
dipisahkan. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerabbut dilaksanakan
oleh:

a. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerahusBlejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD).

b. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerakusp&abat pengguna
anggaran/barang daerah.

Selaku PPKD, kepala daerah memiliki tugas:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolasankgen daerah.

b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahaiAPB

c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yanhg thlatapkan
dengan Peraturan Daerah.

d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangkangguag-jawaban
pelaksanakan APBD.

f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa ytmgahkan .

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan traregza dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara adalah penyampaiaratapertanggungjawaban
keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepatuwwdin disusun dengan
mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang teladricha secara umum. Hal
tersebut diatur dalam Undang-undang No. 17 tah®3 26ntang keuangan negara
yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertargjgwaban pelaksanaan
APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan staa#luntansi pemerintah
yang ditetapkan dengan PP. No. 24 tahun 2005.

Selama ini sebelum dikeluarkan UU dan PP tersebplementasi
akuntansi keuangan daerah menggunakan akuntansgarang budgetary
accounting dengan sistem pencatatan tunggahdgle entry dan berbasis kas.
Sistem ini tidak mengenal istilah penjurnalan ddhit kredit. Akibatnya, pelaporan
keuangan hanya ditujukan untuk menunjukkan penarintian pengeluaran, tanpa
mampu menyusun satu set laporan yang lengkap.nSisiemempunyai banyak
kelemahan diantaranya adalah tidak terakomodasiyadaerubahan (penambahan/
pengurangan) assebn kas. Sehingga transparansi asset, kewajiban daitagk
entitas pada saat tertentu tidak terakomodasi dat@stem ini. Selain itu
penggunaan basis kas tidak memungkinkan dilakulapepilaian kinerja secara
memadai.

Tuntutan untuk dapat menghasilkan laporan keuangang lebih
dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevahingga informasi yang
dihasilkan dapat digunakan dalam pengambilan keantiekonomi, sosial dan
politik menyebabkan perlunya perubahan implememtasisingle menjadidouble
entry. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya tuntutarwbahnya laporan tersebut
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agar lebih mudah ditelusuri dan lebih mudah diauli&arena kedua hal ini
merupakan faktor utama dalam menghasilkan inforikesangan yang lebih dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik. Lebih langmnghn metodelouble entry
maka kinerja para pengelola keuangan daerah dapairdlengan tepat.

Dalam hal pengakuan akuntansi, akuntansi keuadgarah juga berubah
dari cash basignenjadiaccrual basisyang disebutash towards accruaDengan
basis ini pendapatan, belanja dan pembiayaan ditetalasarkancash basis
sedangkan aset, utang dan ekuitas dana dicatadaekdn basis akrual. (PP. No.
24 th. 2005).

PERAN AKUNTANSI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
Reformasi sistem pengelolaan keuangan daeratpdespektif sistem dan
pengakuan akuntansi, serta anggaran merupakan alangkrtanggungjwaban
praktis dalam melihat berbagai pengalaman empifgrtanggungjawaban
menunjukkan “harapan” bahwa pejabat pemerintahan alempertanggungjawab-
kan tindakan mereka. Bentuk pertanggungjawabatebih menitikberatkan pada
peningkatan kinerja daripada instruksi operasi reecaci dan gamblangGood
governanceatau pengelolaan pemerintahan yang baik bersupdm pengelolaan
administrasi publik yang merupakan isu utama dagt@mcapaian menujuclean
governmerit(pemerintahan yang bersih)
MenurutUnited Nation Development Progra(@NDP), good governance
memiliki beberapa karakteristik, diantaranya:
Participation (keterlibatan masyarakat)
Rule of Law(kerangka hukum)
Transparencytransparan)
Responsivenegsepat tanggap)
Consensus orientatigfiberorientasi pada konsensus)
Equity (kesejahteraan)
Effeciency and effectiveness
Accountability(pertanggungjawaban)
Strategic vision

CoNORWNE

HUBUNGAN AKUNTANSI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Hubungan sistem pengelolaan keuangan untuk meakeipt good
governancdilihat pada perspektif sistem dan pengakuan akisniserta anggaran
daerah dapat dilihat dari tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap perencanaan, dalam tahapan ininput yang digunakan adalah hasil
aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Legiskddih Eksekutif, kemudian
aspirasi tersebut dijabarkan dalam usulan kegidtéiwitas unit kerja masing-
masing pemerintah yang bersangkutan yang akan s#giprdengan standar
analisis belanja (SAB), sehingga aktivitas yangdikan mencerminkan target
kinerja dan anggaran usulan masyarakat yang mepjaatitas daerah yang
bersangkutasn. Hasil akhir Rencana Anggaran SaKexja di unit kerja
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diwujudkan pada RAPBD yang kemudian proses untukdapatkan jastifikasi
oleh Legislatif sebagaiutputperencanaan berupa APBD.

2. Tahap pelaksanaan, dalam tahap ininputnya adalah output dari tahap
perencanaan yaitu berupa APBD. Kemudian APBD yampls ditetapkan
kemudian dilaksanakan menggunakan sistem akuntangisudah disesuaikan
untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi senpihak yang
berkepentingan atas pelaksanaan APBD. Hal ini dkak oleh eksekutif
dengan menerbitkan laporan triwulanan maupun lap@iaunan sesuai dengan
UU. No 17 tahun 2003 Jo PP. no 24 tahun 2005 sebkgmran
pertanggungjawaban Kepala Daerah.

3. Tahap pengendalian, input dalam tahap ini berupa laporan pelaksanaan APBD
kemudian diproses sebagai dasar evaluasi terhagapah tersebut sekaligus
dapat digunakan sebagai penilaian pertanggungjawilepala Daerah yang
outputnya berupa keputusan hasil evaluasi berupa peaenratau penolakan
terhadap laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Adapun hubungan akuntansi dengan pengelolaan arggiapat digambarkan

sebagai berikut:

PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN

INPUT PROSES OUTPUT INPUT PROSES OUTPUT INFRROSES OUTPUT

PSAK RAPBD
Laporan Evaluasi
Pelaksana Hasil
Y APBD
Visi, misi, tujuan & APBD
Sasaran, target,
tupoksi
v v
v
Sistem Evaluasi
ASPIRASI akuntansi Kerja
e Masyarakat Double entry
e Arah dan kebijakan Basis Accrual

e Strategi dan prioritas
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“ELECTRONIC GOVERNMENT” (E-GOVT)

Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk medkgn pemerintahan
yang bersih ¢lean governmeht dalam rerangka konsegood governance
(responsibility, fairnesstransparan dan akuntabilitas). Salah satunyai yang
dilakukan oleh para penggiat di bidang Teknolodiodmasi dan Komunikasi
(Telematika), yang meyakini suatu hipotesa bahwapgs struktural yang terjadi
di lingkungan pemerintahan dapat dicegah dengarapiatan telematika dalam
bentukelectronic government (e-gowvt).

Banyak pihak memaharaigovtdalam konteks yang sempit, yaitu sekadar
instansi pemerintah memiliki situs internetepsit¢ maka sudah bez-govt Di
pihak lain, ada yang berpendirian bahwa suatu nsstpemerintah sudah
menerapkarme-govtbila telah memanfaatkan aplikasi telematika sepsayeluruh,
tidak hanya sekadar memilikivebsite saja. Terlepas dari dua pemikiran yang
berbeda tersebut esensi yang terpentingedgavtadalah memanfaatkan telematika
untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah.abakonteks ini peningkatan
kinerja tidak dapat diartikan dalam konteks yanm@é namun dapat meliputi
tercapainya tata pemerintahan yang bersih, efafigien, transparan baik dalam
pengelolaan internal maupun dalam pelayanan kgmaali.

Tata pemerintahan yang bersih, efektif, efisien ttansparan merupakan
indikator rendahnya tingkat penyelewengan di lingdan birokrasi. Secara
generik, salah satu komponergovtadalah aplikasi sistem informasi pemerintahan
yang mampu memberikan layanan seaartine melalui media internet. Aplikasi
ini memeberikan fasilitas interaksi antara anggotsyarakat dan penyelenggara
layanan publik tanpa harus bertatap muka secagsuag. Berkurangnya tatap
muka ini mengurangi peluangongkalikong yang kemudian menjurus pada
kesepakatan untuk melakukan tindakan penyelewen§atah satu tindakan
penyelewengan terbesar adalah kegiatan pengadaangbaan jasa. Dengan
aplikasi pengadaan barang secamaline peluang terjadinya penyelewengan
menjadi kecil.

Masih banyak aplikasi telematika lain dalam koatedgovt yang
menawarkan mekanisme untuk mengurangi kebocoramjbaehegara, mengawasi
perilaku pejabat, pemerintah, meningkatkan prodiiks birokrasi, dan lain
sebagainya. Dalam konteks ini muncul pertanyaan kaitis dan masih tetap ada,
bukankah sebagian besar instansi pemerintah sueaé-govt tetapi mengapa
penyelewengan (korupsi, kolusi dan nepotisme) magedm tidak beranjak?
Menjawab pertanyaan ini perlu merujuk pada beberagsil penelitian yang
menjelaskan mengapa sebagian besar preygé&vtgagal mencapai tujuan. Ada
beberapa kendala yang menyebabkan program tegadpait
1. Para proponea-govtsebagian besar berlatar belakang teknologi infer(ha)

2. Praktik yang digunakan dalam membiayai pembang@rgovt menggunakan
pendekatan proyek.

3. Kurangnya komitmen darstakeholder terutama keteladanan dan kemauan
untuk berubah dari para birokrat

4. Belum ada skenario manajemen perubahan dari siateenke sistem baru.
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E-govt merupakan salah satu kontribusi yang ditawarkatukundapat
diterapkan di semua instansi pemerintah. Aplikasdul ini dapat dibangun oleh
siapa saja yang memiliki keahlian di bidang tekgolanformasi sehingga
memberikan peluang usaha bagi para pengemban@sipdilstem informasi. Satu
hal yang perlu diperhatikan, hendaknya dalam p@a@rae-govt perlu
memerhatikan empat hal penyebab kegagalan agdr tidmambah keraguas
govt dalam mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme lagaiuk penyelewengan
lainnya.
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